Menimbang

Mengingat

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN
NOMOR : W2.U11/2017/KP.04.6/01/2022
TENTANG

PENUNJUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI KISARAN

KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN

: a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
penyelenggara Pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas
korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu dibangun di zona
intergritas di lingkungan pengadilan, sehingga terbentuk
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Negeri Kisaran;

b. Bahwa untuk merumuskan standar penilaian Indeks Perilaku
Anti Korupsi yang efisien dan efektif perlu dibentuk Tim
Penilaian Indeks Prilaku Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri

Kisaran;

c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran
keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk
ditetapkan sebagai Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negera Republik Indonesia
tahun 1999 nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara

nomor 3851);

2. Undang- undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Undang-undang 14 tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung RI;

3. Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan

Umum;




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak
Pidana Korupsi;

5. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi
Tindak Pidana Korupsi;

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor S5 tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2011
tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi;

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015
tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun
2015;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
lingkungan instasi pemerintah;

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN TENTANG
PENUNJUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PADA
PENGADILAN NEGERI KISARAN;

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran
Nomor : 63/SK/KPN/9/ 2021 tanggal 01 September 2021 Tentang
Pembentukan Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan
Negeri Kisaran;

Menetapkan Tim Penilaian Indeks Perilaku Anti Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kisaran dengan susunan sebagaimana

tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas
untuk melakukan penilaian terhadap indeks Perilaku Anti Korupsi
pada Pengadilan Negeri Kisaran;

Memerintahkan kepada tim untuk melaksanakan tugas dengan
penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua
Pengadilan Negeri Kisaran;




KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki
sebagimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan;
Ditetapkan : Kisaran
Pada tanggal . 01 April 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN,
ttd.
NELSON ANGKAT
T§§ﬁﬁ§ﬁ1ﬁesuai dengan aslinya
: 'PENGAR]JLAN NEGERI KISARAN



Lampiran : Ketua Pengadilan Negeri Kisaran

Tentang : Penunjukan Tim Survei Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kisaran
Nomor :W2.U11/2017/KP.04.6/01/2022
Tanggal : 01 April 2022

TIM PENILAIAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI KISARAN

JABATAN
NO NAMA/ NIP DALAM TIM KET
1 2 4 S
1 | NELLY RAKHMASURI LUBIS, S.H., M.H. KOORDINATOR
19831210 200704 2 001
TIM SURVEI DAN ANALIS DATA
1 | DOHARNI SIREGAR Ketua
19621205 198403 2 001
2 | SUBAKTI, S.H. Anggota
19821231 201408 1 004
3 | RIBKA BR. GINTING, S.Kom. Anggota
19910718 201503 2 002
4 | [IN ANGELINA PANGARIBUAN, A.Md., Anggota
A.B.
19970811 202012 2 011
5 | DESY RATNASARI PURBA, A.Md., A.B. Anggota
19971203 202012 2 004
6 | MUHAMMAD FIKRY HARAHAP, S.H. Anggota
19890501 202203 1 003
7 | ARNIMISARI JULIANA AMBARITA, S.Sos. Anggota
19930724 202203 2 010
8 | NELLY SAPUTRI MANALU, A.Md. Anggota
19900906 202203 2 005
9 | NOVITA SIAGIAN, S.H. Anggota
10 | TIKA SUNDARI, S.H. Anggota
11 | YUNITA AQUARISA, S.T. Anggota
12 | ALEX HAMONANGAN SIMBOLON Anggota
13 | ANTONI SAPUTRA Anggota
14 | HARRY PERMANA Anggota
Ditetapkan di : KISARAN
Pada Tanggal : 01 April 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN
ttd.
NELSON ANGKAT

# Salfrmx__xixesuai dengan aslinya

SEKRETARIS PENGADHAN NEGERI KISARAN
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